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RINGKASAN 

Dwi Febrianti, 2025, NPM 22101091132 Program Studi Administrasi Publik, 

Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang, Intergovernmental 

Relations Dalam Fasilitasi Pendaftaran Merek Dagang Pelaku Usaha Mikro 

Ekmira, Dosen Pembimbing I Dr. Hayat, S.AP., M.Si, Dosen Pembimbing II Hirshi 

Anadza, S.Hub.Int., M.Hub.Int. 

Dalam penelitian ini, membahas mengenai penerapan intergovernmental 

relations antara Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang 

dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam fasilitasi pendaftaran 

merek dagang bagi pelaku usaha mikro Ekmira. Penelitian ini didasarkan pada 

permasalahan yang ada terkait kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai 

pentingnya pendaftaran merek dagang, minimnya pelaku usaha yang telah 

memenuhi standar legalitas usaha, kendala dalam penyediaan dana dan alokasi 

anggaran serta hambatan dalam pengembangan inovasi strategi pemasaran. Tujuan 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis 

terkait penerapan intergovernmental relations dalam fasilitasi pendaftaran merek 

dagang pelaku usaha mikro Ekmira. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan 

sekunder. Teknik analisis data yang digunakan yaitu Milles, Huberman, & Saldana. 

(2014) yang meliputi 4 tahap yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian 

data, dan kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan teori intergovernmental 

relations menurut Wright (1974), yang mencakup lima indikator kunci dalam 

pelaksanaan intergovernmental relations: the roles of government, the interactions 

of public officials, sustainability communication, the roles administrators, dan 

focus attention on the policy.  

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan 

intergovernmental relations dalam fasilitasi pendaftaran merek dagang telah 

berjalan dengan cukup baik melalui pola koordinasi yang terstruktur antara 

pemerintah daerah dan pusat dengan adanya sejumlah indikator keberhasilan dalam 

pelaksanaan intergovernmental relations seperti peran pemerintah, dan komunikasi 

berkelanjutan. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang membuat 

pelaksanaan kolaborasi dalam fasilitasi pendaftaran merek dagang belum berjalan 

secara optimal yakni adanya kendala dalam aspek interaksi antar pejabat publik, 

peran administrator, dan fokus perhatian terhadap kebijakan. 

 

Kata Kunci : intergovernmental relations, fasilitasi merek dagang, usaha 

mikro  
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SUMMARY 

Dwi Febrianti, 2025, NPM 22101091132 Public Administration Study Program, 

Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang, 

Intergovernmental Relations in Facilitating Trademark Registration for Micro 

Business Actors Ekmira. Supervisor I Dr. Hayat, S.AP., M.Si, Supervisor II Hirshi 

Anadza, S.Hub.Int., M.Hub.Int. 

This study discusses the application of intergovernmental relations between 

the Malang City Cooperative, Industry and Trade Office and the Ministry of Law 

and Human Rights in facilitating trademark registration for Ekmira micro-

businesses. This study is based on existing issues related to the lack of 

understanding among business operators who have met legal standards, challenges 

in securing funds and budget allocation, as well as obstacles in developing 

innovative marketing strategies. The objective of this study is to identify, describe, 

and analyze the application of intergovernmental relations in facilitating 

trademark registration for micro-business operators in Ekmira. 

The type of research used in this study is descriptive with a qualitative 

approach, utilizing primary and secondary data sources. The data analysis 

technique employed is Milles, Huberman, & Saldana. (2014), which includes four 

stages: data collection, data condensation, data presentation, and conclusion. This 

study uses the theory of intergovernmental relations according to Wright (1974), 

which includes five key indicators in the implementation of intergovernmental 

relations: the roles of government, the interactions of public officials, sustainability 

communication, the roles of administrators, and focus attention on policy.  

The results of this study indicate that the implementation of 

intergovernmental relations in facilitating trademark registration has been quite 

successful through structured coordination between local and central governments, 

with a number of indicators of success in the implementation of intergovernmental 

relations, such as the role of government and sustainable communication. However, 

there are still several issues that prevent the implementation of collaboration in 

facilitating trademark registration from running optimally, namely challenges in 

the aspects of interaction among public officials, the role of administrators, and 

focus on policy.   

 

Keywords : intergovernmental relations, trade mark facilitation, micro 

entrepreneur 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan UMKM menjadi fokus utama dalam mendukung kemajuan 

ekonomi daerah terutama di Kota Malang, salah satu kota besar di Jawa Timur 

yang memiliki potensi dan daya saing kuat melalui produk-produk kreatif 

terbaiknya yang telah berkembang di seluruh sektor produksi seperti kuliner, 

destinasi wisata, musik,  fashion, dsb. Sehingga dapat berdaya saing baik di pasar 

lokal hingga mancanegara. Dalam mendukung perkembangan ekonomi yang 

inklusif dan berkelanjutan, tentu diperlukan adanya hubungan antar pemerintah 

(intergovernmental relations) untuk dapat berkolaborasi dalam mencapai tujuan 

bersama dan mampu menciptakan sinergi yang lebih kuat. Sehingga 

pertumbuhan ekonomi tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan, 

tetapi juga pada pemerataan kesempatan, kesejahteraan sosial, dan perlindungan 

hukum. Hal tersebut sejalan dengan tujuan SDGs (Sustainable Development 

Goals) dalam point ke-8 yakni pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. 

Berdasarkan pandangan Kahn (dalam Pietersen, 2017), intergovernmental 

relations merupakan sistem yang ada dalam suatu negara, sehingga semua aktor 

terlibat secara konsisten dapat melaksanakan kegiatan kerja sama dan 

koordinasi. Hubungan ini berlangsung baik secara vertikal antara pemerintah di 

tingkat yang lebih tinggi dan pemerintah di bawahnya, serta horizontal yaitu 

antara pemeritah di tingkat yang setara. Menurut pendapat Austin dkk., (2018) 
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menjelaskan bahwa intergovernmental relations merujuk pada interaksi antara 

berbagai tingkatan, mulai dari pemerintahan pusat hingga daerah yang 

berlangsung dalam bentuk formal maupun non-formal. Dalam hal ini, menurut 

Eprilianto dan Artanti (2023) konsep ini lebih dikenal sebagai kerja sama antar 

daerah. Kerja sama ini merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintahan daerah 

yang bertujuan untuk membangun hubungan untuk mendistribusikan potensi 

yang saling menguntungkan.  

Sementara itu, menurut Baracskay (2023) menjelaskan intergovernmental 

relations tidak hanya sekedar hubungan antar pemerintah pusat, negara bagian, 

dan lokal, tetapi juga menekankan pada pentingnya teknik manajemen antar 

pemerintah. Aspek manajerial ini mencerminkan munculnya kemampuan 

operasional dan fungsional serta jaringan interaksi yang dirancang untuk 

memecahkan masalah kebijakan dan program secara kolaboratif, dengan fokus 

pada pencapaian hasil. Dalam hal ini, menurut Hayat (2019), kebijakan publik 

harus mempertimbangkan kebutuhan, tuntunan, kepentingan, dan agenda setting 

dari semua pihak dalam pemerintahan. Kebijakan tersebut dirancang untuk 

mengatasi berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat, dengan 

memperhatikan aspek dan ketentuan yang relevan. 

Dalam merancang kebijakan berbasis intergovernmental relations untuk 

mendukung perkembangan ekonomi, pemerintah juga perlu mempertimbangkan 

faktor demografis sebagai salah satu landasan dalam pengambilan keputusan. 

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) (2023), jumlah penduduk Kota 

Malang pada tahun 2023 mencapai 847.182 jiwa. Hal tersebut, dapat 
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disimpulkan bahwa semakin banyak populasi penduduk di Kota Malang, 

semakin besar pula kebutuhan lapangan pekerjaan. Dalam upaya ini, Pemerintah 

Kota Malang melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Malang (Diskopindag) menginisiasi sebuah program yang dirancang dalam 

mendukung pelaku usaha mikro di Kota Malang khususnya dalam aspek 

legalitas usaha melalui fasilitasi pendaftaran merek dagang. Dalam mendukung 

program fasilitasi pendaftaran merek dagang ini, Diskopindag Kota Malang 

memberikan kemudahan dalam proses pendaftaran bagi pelaku usaha mikro 

serta berkolaborasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

(Kemenkumham) dalam mendukung keberlanjutan program legalitas usaha 

khususnya fasilitasi pendaftaran merek dagang. 

Dalam dunia usaha, memiliki legalitas merupakan hal yang sangat penting 

karena merujuk pada status hukum dan persetujuan resmi dari pemerintah untuk 

dapat memasarkan produk ataupun layanan. Melalui legalitas usaha, pelaku 

bisnis dapat membangun kepercayaan di kalangan pelanggan maupun investor 

bahwa usaha mereka dapat dijalankan secara integritas dan sesuai dengan 

standar yang berlaku.  

“Program fasilitasi merek dagang ini diluncurkan mulai tahun 2021, 

yang diinisasi sebagai bentuk Pemerintah Kota Malang dalam mendukung 

pemberdayaan pelaku usaha mikro di Kota Malang. Sejauh ini, sejak 

adanya program fasilitasi sampai tahun 2024 ada sekitar 1090 usaha mikro 

yang telah mengikuti program fasilitasi merek dagang ini.” (Hasil 

wawancara pada Jum’at, 25 Januari 2025) 

 

Dalam kurun waktu tiga tahun (2021-2024), sebanyak 1.090 pelaku usaha 

telah mengikuti program pendaftaran merek dagang, jika dihitung secara rata-

rata, ada sekitar 363 usaha mikro per tahun yang berhasil mendaftarkan 
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mereknya melalui program ini. Angka tersebut menunjukkan adanya antusiasme 

yang cukup baik dari pelaku usaha, meskipun masih terdapat peluang 

peningkatan cakupan program agar menjangkau lebih banyak pelaku usaha 

mikro dalam mengembangkan ide-ide mereka menjadi entitas bisnis yang 

berkelanjutan dan memiliki legalitas. Legalisasi merek berfungsi sebagai logo, 

simbol, atau identitas dari suatu bisnis usaha yang sangat krusial untuk 

didaftarkan secara legal. Hal  tersebut memberikan dasar hukum bagi pengusaha 

saat merek mereka digunakan atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak 

memiliki tanggung jawab, dengan maksud untuk melindungi pemilik merek dari 

potensi kerugian, dan memastikan bahwa mereka memiliki hak penuh atas brand 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Instagram @diskopindagmlg 

Gambar 1. Program Fasilitasi Pendaftaran Merek Dagang 2025 
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Program fasilitasi ini ditujukan kepada seluruh pelaku usaha mikro yang 

ber-KTP Kota Malang dan telah memenuhi kriteria pendaftaran fasilitasi merek 

seperti memiliki logo usaha, serta memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). 

Program tersebut mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dalam 

mendorong keabsahan usaha bagi pelaku bisnis mikro legalitas usaha bagi 

pelaku usaha mikro. Dengan memberikan akses pendaftaran merek secara gratis 

dan adanya pelayanan mengenai prosedur yang lebih sederhana dalam 

memberikan perlindungan hukum terhadap merek dagang pelaku usaha di Kota 

Malang. Hal tersebut selaras dengan PP No. 7 Tahun 2021 Pasal 40 Tentang 

kemudahan pendaftaran izin usaha bagi pelaku usaha mikro maka pemerintah 

membentuk program pengembangan UMKM dengan memberikan kemudahan, 

perlindungan, dan pemberdayaan bagi UMKM melalui pendampingan dan 

pemberian fasilitas legalitas. Hal ini juga termuat dalam Perda Kota Malang 

Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan dan 

Perindustrian yang menyatakan bahwa perijinan berusaha adalah pendaftaran 

yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha 

dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan 

dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen. 

Menurut BPS Kota Malang (2024) Pada tahun 2023 UMKM yang tersebar 

di wilayah Kota Malang terbagi dalam 5 Kecamatan yaitu Kecamatan 

Kedungkandang, Sukun, Klojen, Blimbing, dan Lowokwaru. Berikut data 

jumlah pelaku UMKM di Kota Malang pada tahun 2021-2023. 
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Tabel 1. Jumlah Pelaku UMKM Kota Malang (2021-2023) 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan analisis komprehensif yang diperoleh dari data statistik 

melalui Badan Pusat Statistik, menunjukkan jumlah pelaku UMKM di Kota 

Malang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pertumbuhan ini menunjukkan 

bahwa pentingnya legalitas usaha sebagai fondasi utama dalam mendukung 

keberlanjutan dan pengembangan berbagai sektor usaha seperti kuliner, fashion, 

dan kerajinan yang mendominasi landscape ekonomi lokal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Websitte Dinas Koperasi Perindustrian danPerdagangan  Kota Malang, (2025) 

Industri Berdasarkan Kelas

Usaha Mikro 44,4% Usaha Menengah  31,1% Usaha Kecil 24,5%

Sumber : Websitte Badan Pusat Statistik Kota Malang (2024) 
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Mengacu pada data dari Diskopindag Kota Malang, UMKM di wilayah 

Kota Malang di dominasi oleh pelaku usaha mikro sebanyak 44.4%, usaha 

menengah 31.1%, dan pada kelas kecil sebanyak 24.5%. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa pelaku usaha mikro menduduki posisi strategis dalam 

mendukung perekonomian di Kota Malang. 

Tabel 3. Jumlah Pelaku Permintaan Usaha Mikro Kota Malang (2019-2023) 

 

 

 

 

 

 

Sementara itu, menurut data jumlah permintaan pelaku usaha mikro di 

Kota Malang  mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan perbandingan 

yang sangat signifikan dengan jumlah pelaku UMKM dan banyaknya pelaku 

usaha mikro di Kota Malang yang semakin meningkat sehingga dalam hal ini 

diperlukan adanya responsif pemerintah terkait pentingnya pemberdayaan 

pelaku usaha mikro yang berperan sebagai sumber lapangan kerja khususnya 

dalam legalitas usaha merek dagang yang menjadi pendorong utama bagi 

pertumbuhan ekonomi lokal. Meskipun demikian, dalam persebarannya usaha 

mikro tentunya menduduki posisi yang sangat strategis dalam mendukung 

perekonomian di Kota Malang. Hal tersebut menunjukkan pentingnya peran 

Sumber : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang (2025) 
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usaha mikro dalam menciptakan dinamika ekonomi, terutama dalam sektor 

informal dan lokal. Dalam konteks sosial-ekonomi, usaha mikro menjadi salah 

satu strategi yang efektif dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan. 

Salah satu usaha mikro yang berkembang di Kota Malang adalah Ekmira, 

usaha tersebut berdiri sejak 27 Desember 2006 oleh Ibu Sunarmi selaku owner 

Ekmira, dengan memulai usaha dalam bidang aneka kue kering yang terletak 

pada alamat Jalan Maninjau IV/G3A14, Kec. Kedungkandang, Kota Malang. 

Ekmira merupakan salah pelaku usaha binaan Diskopindag Kota Malang dalam 

mengembangkan usahanya, dan telah mengikuti berbagai pendampingan 

legalitas usaha mulai dari merek dagang, halal, nutrition facts dan berbagai 

sertifikasi usaha lainnya. Sejak adanya legalitas merek, produk tersebut 

menerima banyak tawaran mulai dari pameran UMKM, bekerja sama dengan 

berbagai mitra keuangan, pemasaran, dan sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Instagram @oleholehalmondcrispy 

 

Gambar 2. Produk Ekmira 
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Oleh karena itu, dalam mendukung legalitas usaha mikro di Kota Malang 

dilakukan melalui berbagai aspek hal meliputi kegiatan pelatihan, pameran, 

hingga berbagai macam aktivitas dan pergerakan inovasi Diskopindag Kota 

Malang. Bentuk kontribusi Pemerintah Kota Malang terhadap pelaku UMKM, 

melalui diterbitkannya Surat Edaran Wali Kota Malang Nomor 5 Tahun 2021 

Tentang Prioritas Penggunaan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta 

pelaku dalam pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Malang. Dalam 

konteks ini, usaha mikro memainkan peran penting diberbagai sektor yang tidak 

hanya memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga 

menciptakan peluang kerja baru dan mendorong inovasi. Dengan berbagai 

tantangan globalisasi dan digitalisasi, usaha mikro menawarkan peluang baik 

bagi individu dan komunitas dalam mengembangkan ide-ide unik yang dapat 

meningkatkan daya saing lokal hingga kancah internasional. 

Dalam mendukung pengembangan usaha mikro pemerintah memiliki 

peran yang sangat penting mulai dari segi pendanaan bagi para pelaku usaha 

khususnya dalam mengurus legalitas usaha, berdasarkan hasil observasi 

menunjukkan bahwa terbatasnya anggaran dalam proses pendampingan 

sehingga kuota pelaku usaha  harus menyesuaikan anggaran yang dikeluarkan 

oleh pemerintah. Hal tersebut dapat membatasi jumlah pelaku usaha yang 

mendapatkan pendampingan legalitas usaha khususnya fasilitasi pendaftaran 

merek dagang. Dan masih banyaknya pelaku usaha mikro yang masih belum 

menyadari pentingnya legalitas usaha, sehingga mereka belum memiliki 
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legalitas merek, sertifikasi halal, dan BPOM yang berakibat pada rendahnya 

tingkat kepercayaan dan mengakibatkan terbatasnya akses ke pasar.   

Selain itu, adanya sumber daya yang memiliki kreativitas tinggi juga 

memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan usaha mikro. Saat ini, 

sebagian besar masyarakat belum memiliki pemahaman yang cukup mendalam 

mengenai peran usaha mikro dalam perekonomian. Secara umum, masyarakat 

hanya mengenal produk-produknya. Namun, terkait tantangan yang dihadapi 

dalam mengelola usaha, serta pentingnya apresiasi terhadap inovasi pelaku 

usaha masih belum menjadi perhatian utama di kalangan masyarakat. Hal 

tersebut menjadikan banyak pelaku usaha yang kurang mempunyai komitmen 

dalam meningkatkan usahanya. Dan sebagian besar pelaku usaha masih belum 

memenuhi persyaratan untuk dapat mengikuti fasilitasi pendaftaran merek 

dagang, sehingga terkendala untuk mengikuti program tersebut. 

Dalam mendukung program fasilitasi pendaftaran merek dagang ini, 

pentingnya menerapkan intergovernmental relations. Adanya hubungan antara 

pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci keberhasilan dalam 

memperlancar proses pendaftaran merek dagang, khususnya bagi pelaku usaha 

mikro di Kota Malang. Selain itu, keterlibatan pihak swasta dan para pelaku 

usaha juga perlu dioptimalkan melalui sinergi lintas sektor. Dengan membangun 

hubungan dan koordinasi yang kuat antar berbagai level pemerintahan serta 

stakeholder terkait, diharapkan program ini dapat berjalan lebih efektif dan 

berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya sektor usaha 

mikro.  
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Berdasarkan pendapat Wright (1974) (dalam Aryanti, 2018), dalam 

pelaksanaan intergovernmental relations harus memperhatikan beberapa hal 

yang dapat dijadikan kunci dalam pelaksanaan intergovernmental relations 

yaitu: The roles of government, the interactions of public officials, sustainability 

communication, the roles administrators, focus attentions on the policy. 

Berdasarkan teori yang ada, kunci dalam pelaksanaan intergovernmental 

relations dapat diukur dari sejauh mana konsep hubungan antara pemerintah 

daerah dan pusat dapat berjalan dan seberapa besar dampaknya terhadap 

efisiensi kebijakan dalam fasilitasi pendaftaran merek dagang pelaku usaha 

mikro. Jika semua aspek berhasil diimplementasikan, dapat dianggap konsep 

intergovernmental relations memenuhi kriteria keberhasilan menurut Wright 

(1974) (dalam Aryanti, 2018), 

Dalam penelitian ini berfokus pada penerapan intergovernmental relations 

dalam fasilitasi pendaftaran merek dagang pelaku usaha mikro Ekmira, sebuah 

inovasi yang telah diimplementasikan Pemerintah Kota Malang melalui 

Diskopindag. Tujuan program ini yakni untuk memberdayakan pelaku usaha 

mikro serta mengoptimalkan potensi ekonomi lokal khususnya dalam aspek 

fasilitasi pendaftaran merek dagang. Oleh karena itu, penelitian ini akan 

mengevaluasi dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Malang kepada 

pelaku usaha mikro, mengidentifikasi strategi yang digunakan untuk mengatasi 

tantangan yang dihadapi, serta memaksimalkan dampak program pendampingan 

terhadap pengembangan usaha mikro yang berkelanjutan.  
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Berdasarkan penjabaran latar belakang tersebut menjadi dasar bagi penulis 

untuk memilih tema yang berkaitan dengan intergovernmental relations dalam 

fasilitasi pendaftaran merek dagang pelaku usaha mikro Ekmira yang belum 

dilakukan secara optimal, sehingga diperlukan kebijakan, strategi, dan 

kolaborasi yang maksimal dalam fasilitasi pendaftaran merek dagang. Jika hal 

tersebut tidak dilakukan, maka potensi yang luar biasa dan UMKM dapat 

terabaikan, dan bahkan mungkin akan meningkatkan jumlah pengangguran di 

Kota Malang.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam 

penelitian ini difokuskan pada bagaimana penerapan intergovernmental 

relations dalam fasilitasi pendaftaran merek dagang pelaku usaha mikro 

Ekmira?  

C. Tujuan Penelitian 

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis 

terkait penerapan intergovernmental relations dalam fasilitasi pendaftaran 

merek dagang pelaku usaha mikro Ekmira. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini terbagi menjadi dua aspek, 

yaitu manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis merujuk pada kontribusi 

penelitian ini terhadap pengembangan konsep atau teori yang relevan, sedangkan 

manfaat praktis mencakup penerapan hasil penelitian dalam konteks nyata atau 
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pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Penjelasan lebih 

rinci mengenai manfaat teoritis dan praktik adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber rujukan 

sekaligus memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan mengenai 

intergovernmental relations dalam fasilitasi pendaftaran merek dagang 

pelaku usaha mikro Ekmira. 

b. Dapat dijadikan tolak ukur sebagai referensi penelitian terkait 

intergovernmental relations dalam fasilitasi pendaftaran merek dagang 

pelaku usaha mikro Ekmira sehinggapenelitian ini dapat dilanjutkan secara 

berkelanjutan oleh peneliti berikutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kota 

Malang dalam penerapan intergovernmental relations dalam fasilitasi 

pendaftaran merek dagang pelaku usaha mikro Ekmira. 

b. Sebagai bahan masukan kepada Diskopindag Kota Malang, Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan pelaku usaha khususnya dalam aspek 

legalitas usaha mikro melalui fasilitasi pendaftaran merek dagang. 
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BAB VII  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan yang telah 

dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan intergovernmental relations 

dalam fasilitasi pendaftaran merek dagang telah terlaksana dengan cukup baik. 

Kerja sama antara Diskopindag Kota Malang dengan Kemenkumham 

menunjukkan sinergi yang terwujud melalui pembagian peran yang jelas dan 

penguatan dukungan kelembagaan. Penerapan hubungan antar pemerintah ini 

mencakup aspek-aspek penting seperti peran pemerintah, interaksi antar pejabat 

publik, komunikasi berkelanjutan, peran administrator, hingga fokus perhatian 

pada kebijakan. Kerja sama ini telah memenuhi sejumlah indikator keberhasilan 

dalam pelaksanaan intergovernmental relations seperti peran pemerintah, dan 

komunikasi berkelanjutan. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang 

membuat pelaksanaan kolaborasi dalam fasilitasi pendaftaran merek dagang 

belum berjalan secara optimal yakni adanya kendala dalam aspek interaksi antar 

pejabat publik, peran administrator, dan fokus perhatian terhadap kebijakan. 

Meskipun terdapat keberhasilan dalam pelaksanaan intergovernmental 

relations, penelitian ini juga mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu 

diperbaiki. Hal ini memberikan wawasan baru tentang tantangan yang dihadapi 

dalam implementasi kebijakan publik, serta pentingnya penguatan komunikasi 

dan kolaborasi antar instansi pemerintah. Dengan demikian, penelitian ini tidak 
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hanya mendokumentasikan keberhasilan, tetapi juga memberikan rekomendasi 

untuk perbaikan yang dapat diimplementasikan dalam keberlanjutan 

pelaksanaan program. Nilai kebaharuan dalam penelitian ini terletak pada 

penerapan intergovernmental relations dalam konteks fasilitasi pendaftaran 

merek dagang sebagai bagian dari strategi pemberdayaan pelaku usaha mikro, 

yang masih jarang diteliti secara mendalam. Pendekatan ini tidak hanya 

menitikberatkan pada aspek administratif, tetapi juga pada hubungan 

koordinatif antar lembaga yang menunjang efektivitas kebijakan. Temuan 

penelitian ini menunjukkan bahwa program fasilitasi pendaftaran merek 

dagang berperan penting dalam membantu pelaku usaha mikro memperoleh 

legalitas usaha yang sebelumnya sulit dijangkau karena keterbatasan informasi 

dan biaya. Oleh karena itu, keberlanjutan program dan penguatan hubungan 

lintas pemerintahan menjadi kunci dalam mendukung fasilitasi pendaftaran 

merek dagang secara lebih inklusif dan berkelanjutan di Kota Malang. 

B. Saran 

Mengacu pada hasil temuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan  yang 

telah dipaparkan. Terdapat saran yang diharapkan dapat digunakan dalam 

mengatasi hambatan pelaksanaan intergovernmental relations dalam fasilitasi 

pendaftraan merek dagang: 

1. Bagi Diskopindag Kota Malang, terdapat beberapa saran ataupun masukan 

yang dapat diterapkan, antara lain: 
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a. Membuat fasilitasi komplain, baik melalui klinik HKI, atau kolaborasi 

dengan konsultan kekayaan intelektual serta adanya bimbingan revisi 

merek. 

b. Perlu adanya kolaborasi dengan berbagai stakeholder seperti Akademisi, 

Perbankan, NGO dalam mengatasi keterbatasan kuota yang ada. 

c. Pengembangan sistem pelacakan status pengajuan merek dengan 

memberikan informasi umpan balik yang jelas dan transparan terkait 

pengajuan merek untuk mengurangi ketidakpastian dan dapat  

meningkatkan kepercayaan masyarakat. 

d. Menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan dalam meningkatkan kapasitas 

SDM di wilayah yang kurang terlayani. 

2. Bagi Pelaku Usaha Mikro Ekmira, antara lain: 

a. Memanfaatkan fasilitas dan program pemerintah secara maksimal. 

b. Mengembangkan inovasi produk dan strategi branding. 

c. Menjalin kemitraan dan jejaring bisnis. 

d. Meningkatkan literasi digital dan administrasi usaha. 
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